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ABSTRAK 

Negara memiliki otoritas atas natural resources, tetapi tidak berusaha untuk memonopolinya karena hal itu 
akan menyebabkan pemerintah menjadi komersial. Negara mendirikan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) untuk menggunakan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan rakyat agar pemerintahan 
dapat berjalan dengan baik. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui 
pencarian dan analisis sumber hukum tambahan. Salah satu masalah yang muncul adalah posisi SOEs 
dalam undang-undang dan status keuangan pemerintah dalam SOEs. BUMN, sebagai legal entity, memiliki 
fungsi untuk mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan, di mana pemerintah dapat memiliki semua atau 
sebagian dari saham atau modal perusahaan melalui partisipasi ekuitas. Menurut ketentuan Peraturan 
Nomor 17 Tahun 2003, aset terpisah pemerintah di BUMN termasuk dalam aset pemerintah. 

Kata Kunci : BUMN, Keuangan Negara, Permodalan 

ABSTRACT 

The State controls natural resources, but the State does not try to monopolize these natural resources. This 
is because it will result in government being commercial in nature. So that government can run well, the 
State established State-Owned Enterprises (BUMN) to exploit these natural resources for the welfare of 
the people. This research uses a normative juridical methodology, namely through searching and analyzing 
secondary legal materials. The problems that arise are the role of BUMN in the rule of law and the status 
of state finances in BUMN. BUMN in a legal state has the role of carrying out activities in the economic 
and trade sectors where the Government can own all or part of the shares or capital in the company through 
capital participation. The status of state assets separated in BUMN is part of state assets based on the 
provisions of Law Number 17 of 2003. 

Keywords : BUMN, State Finance, Capital  

1. Latar Belakang Permasalahan 
Mernurrurt alinera kerermpat Permburkaan Urndang-Urndang Dasar Nergara Rerpurblik 

Indonersia Tahurn 1945, turjuran dibernturknya permerrintahan Nergara Indonersia adalah urnturk 

mermajurkan kerserjahterraan urmurm, merncerrdaskan kerhidurpan bangsa, dan ikurt 

merlaksanakan kerterrtiban durnia yang berrdasarkan kermerrderkaan, perrdamaian abadi, dan 

keradilan sosial. Hal ini mernurnjurkkan bahwa nergara Indonersia terlah mermernurhi 
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surmpahnya urnturk merwurjurdkan nilai-nilai bangsa, terrmasurk kerserjahterraan sosial bagi 

serlurrurh rakyat Indonersia. Indonersia adalah nergara hurkurm Pancasila yang didirikan atas 

dasar kerkerlurargaan, serperrti yang dinyatakan dalam Urndang-Urndang Dasar Nergara 

Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945. Rakyat sercara kerserlurrurhan diurtamakan dalam konserp 

kerkerlurargaan. 

   Nergara akan mernjaga surmberr daya alamnya, namurn tidak akan berrursaha 

mermonopolinya. Serbab permerrintah akan konserntrasi pada perrdagangan. Urnturk mernjamin 

kerberrhasilan permerrintahan, nergara mermbernturk Badan Properrti Nasional urnturk merngerlola 

surmberr daya alamnya. BUrMN, ataur Badan Ursaha Milik Nergara, adalah kata yang 

digurnakan di Indonersia urnturk mernyerburt badan hurkurm yang didirikan permerrintah yang 

merngerlola surmberr daya alam ataur kerkayaan nergara. Maksurd dan turjuran Badan Ursaha 

Milik Nergara serbagaimana dimaksurd dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Urndang-Urndang 

Nomor 19 Tahurn 2003 terntang Badan Ursaha Milik Nergara adalah: 

1. Berrkontribursi pada perrturmburhan erkonomi nasional sercara kerserlurrurhan, serrta 

perndapatan nergara.  

2. Merncari kerurnturngan.  

3. Mernyerlernggarakan kermanfaatan urmurm berrurpa pernyerdiaan barang dan jasa yang 

berrmurtur tinggi dan mermadai bagi permernurhan hajat hidurp orang banyak.  

4. Mernjadi perlopor dalam kergiatan komerrsial yang saat ini berlurm dapat dilaksanakan 

olerh serktor swasta dan koperrasi.  

5. Berrpartisipasi aktif dalam mermberrikan saran dan banturan kerpada ursaha-ursaha dari 

kerlompok erkonomi lermah, koperrasi, dan masyarakat.  

UrUr No. 19 tahurn 2003 mernderfinisikan dura katergori perrursahaan milik nergara: 

Perrursahaan Perrserroan (Perrserro) dan Perrursahaan Urmurm (Perrurm). Mernurrurt Pasal 1 angka 

2 Urndang-Urndang Nomor 19 Tahurn 2003 terntang Badan Ursaha Milik Nergara, Perrserro 

adalah Badan Ursaha Milik Nergara yang berrbernturk Perrserroan Terrbatas yang modalnya 

terrbagi dalam saham yang serlurrurh ataur paling serdikit 51% sahamnya dimiliki olerh Nergara 

Rerpurblik Indonersia yang turjuran urtamanya merngerjar kerurnturngan, serdangkan Perrurm 

adalah Badan Ursaha Milik Nergara yang serlurrurh modalnya dimiliki olerh Nergara dan tidak 

terrbagi atas saham. 
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Akibat hurkurm dari kerkayaan nergara yang dipisahkan, serperrti pernyerrtaan modal 

permerrintah pada Perrserroan Terrbatas, tidak lagi diklasifikasikan serbagai kerurangan nergara. 

Kertika Anda mernjadi permergang saham di serburah Perrserro, staturs hurkurm Anda berrurbah 

dari kerurangan nergara mernjadi urang Perrserro, yang turndurk pada kerternturan perraturran 

perrurndang-urndangan kerurangan nergara serperrti UrUr Kerurangan Nergara, UrUr 

Perrberndaharaan Nergara, dan UrUr Perrserroan Terrbatas. Namurn, kurrangnya sinkronisasi 

antara kerternturan perrurndang-urndangan yang merngaturr terntang erntitas BUrMN 

merngakibatkan kerrancuran hurkurm pada tataran normatif. Kertidaksinkronan ini terrlihat 

jerlas dalam UrUr No. 19 tahurn 2003 terntang BUrMN (UrUr BUrMN), UrUr No. 17 tahurn 2003 

terntang Kerurangan Nergara, dan UrUr No. 40 tahurn 2007 terntang Perrserroan Terrbatas 

(UrUrPT). UrUr BUrMN mernergaskan bahwa sermura perraturran dan prinsip-prinsip bisnis yang 

ditertapkan olerh UrUr PT berrlakur urnturk perrursahaan BUrMN Perrserro (Pasal 1 UrUr BUrMN). 

erngacur pada ambiguritas hurkurm yang berrkermbang kertika kerternturan UrUr BUrMN 

disandingkan derngan kerternturan UrUr Kerurangan Nergara. UrUr Kerurangan Nergara 

mernderfinisikan 'kerkayaan perrursahaan nergara serbagai bagian dari kerurangan nergara'. 

(Lihat Pasal 2 UrUr Kerurangan Nergara. Aturran ini tampaknya merngizinkan campurr tangan 

Nergara dalam furngsi BUrMN Perrserro, serburah badan hurkurm yang otonom. Hal ini 

mermiliki implikasi yang sangat bersar, baik sercara normatif maurpurn praktis. Salah saturnya 

adalah kerterrlibatan Nergara sercara terrurs mernerrurs dalam kergiatan BUrMN Perrserro yang 

mernimburlkan serjurmlah perrsoalan, terrmasurk indikasi monopoli. 

Permbahasan merngernai kermandirian BUrMN Perrserro terlah berberrapa kali dilakurkan, 

namurn kajian ataur permbahasan terrserburt hanya terrfokurs pada konserp dan doktrin-doktrin 

kermandirian BUrMN Perrserro, serhingga dirasa perrlur urnturk merlihat lerbih jaurh merngernai 

perran BUrMN Perrserro dalam nergara hurkurm dan kerdurdurkan hurkurmnya dalam kerurangan 

Nergara. Derngan harapan agar turjuran Nergara Rerpurblik Indonersia dapat terrcapai sercara 

urturh. 

2. Metode Penelitian 

Pernerlitian ini mernggurnakan proserdurr pernerlitian normatif, yaitur perngurmpurlan data 

dari berrbagai surmberr urnturk merndurkurng perlaksanaan pernerlitian ini. Olerh karerna itur, terknik 

perngurmpurlan data dan informasi dilakurkan dari surmberr-surmberr hurkurm serperrti perraturran 

perrurndang-urndangan, jurrnal ilmiah hurkurm, dan burkur-burkur, derngan harapan sermura 

surmberr terrserburt dapat mermbantur pernerlitian ini. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1.  Kedudukan BUMN Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara 

Pasal 33 UrUrD NRI Tahurn 1945 yang mernjadi landasan konstitursional kerurangan 

Nergara serjak diturrurnkannya tidak mermberrikan kerjerlasan merngernai makna yurridis 

kerurangan Nergara, serhingga dapat dipahami terrdapat tiga pernafsiran merngernai kerurangan 

Nergara. Pernafsiran perrtama, kerurangan Nergara dimaknai sercara rurmit, yaitur merlipurti 

kerurangan Nergara yang berrsurmberr dari Anggaran Perndapatan dan Berlanja Nergara serbagai 

bagian dari kerurangan nergara dalam arti terrbatas. 

Rurmursan ini merngisyaratkan bahwa sermura urnsurr kerurangan nergara terrcakurp 

dalam Anggaran Perndapatan dan Berlanja Nergara yang diajurkan permerrintah kerpada 

Derwan Perrwakilan Rakyat sertiap tahurnnya. Derngan kata lain, Anggaran Perndapatan dan 

Berlanja Nergara adalah kerbijaksanaan kerurangan nergara dalam arti sermpit, serhingga 

merngawasi Anggaran Perndapatan dan Berlanja Nergara jurga berrarti merngawasi kerurangan 

nergara. Pernafsiran kerdura, yang terrkait derngan mertoder holistik sistermik dan historis, 

mernyatakan bahwa kerurangan Nergara dalam arti luras merlipurti kerurangan Nergara yang 

berrasal dari Anggaran Perndapatan dan Berlanja Nergara, Anggaran Perndapatan dan 

Berlanja Daerrah, Badan Ursaha Milik Nergara, Badan Ursaha Milik Daerrah, dan pada 

hakikatnya serlurrurh kerkayaan Nergara serbagai suratur sisterm kerurangan Nergara. 

Permaknaan kertiga merngambil perrsperktif strurkturral dan sosiologis terrhadap 

kerurangan nergara, yang dapat mermberrikan permbacaan yang lerbih akurrat sersurai derngan 

turjurannya. Artinya, jika turjuran mermaknai kerurangan nergara didasarkan pada sisterm 

perngerlolaan dan perrtanggurngjawaban, maka perngerrtian kerurangan nergara dalam arti 

sermpit, yaitur hanya dikerlola dan diperrtanggurngjawabkan mernurrurt Urndang-Urndang 

Perrberndaharaan Nergara (UrUrPN) jurncto Kerpurtursan Prersidern Nomor 42 Tahurn 2002, 

terntang Perdoman Perlaksanaan Anggaran Perndapatan dan Berlanja Nergara, dan tidak dapat 

dilakurkan perngerlolaan perrtanggurngjawabannya. 

Namurn, jika dikaitkan derngan sisterm perngawasan ataur aurdit akurntabilitas, konserp 

kerurangan nergara sangatlah luras. Artinya, serlurrurh kerurangan Nergara, baik yang staturs 

hurkurmnya surdah berrurbah maurpurn yang berlurm, serperrti Anggaran Perndapatan dan Berlanja 

Nergara, Anggaran Perndapatan dan Berlanja Daerrah, Badan Ursaha Milik Nergara, Badan 
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Ursaha Milik Daerrah, dan pada hakikatnya serlurrurh kerkayaan Nergara merrurpakan objerk 

permerriksaan dan perngawasan.1 

Serlanjurtnya, kerurangan nergara yang terlah berrurbah staturs hurkurmnya mernjadi 

kerurangan daerrah (dana perrimbangan) harurs dikerlola dan diperrtanggurngjawabkan sersurai 

derngan Perraturran Permerrintah Nomor 105 Tahurn 2000 terntang Perngerlolaan dan 

Perrtanggurngjawaban Kerurangan Daerrah. Konserp hurkurm kerurangan daerrah berrberda 

derngan konserp hurkurm kerurangan nergara karerna perngerlolaan, perrtanggurngjawaban, dan 

permerriksaannya diaturr sercara terrpisah dan berrberda. Dalam kergiatan ini, amandermern 

kertiga UrUrD 1945, Pasal 23 Er dan 23 G, hanya merngaturr terntang kerurangan nergara dan 

burkan kerurangan daerrah. Pasal 1 Urndang-Urndang Nomor 17 Tahurn 2003 terntang 

Kerurangan Nergara mernderfinisikan kerurangan nergara serbagai sermura hak dan kerwajiban 

nergara yang dapat dinilai derngan urang, serrta sergala sersuratur baik berrurpa urang maurpurn 

berrurpa barang yang dapat dijadikan milik nergara berrhurburng derngan perlaksanaan hak dan 

kerwajiban terrserburt, serrta sergala sersuratur baik berrurpa urang maurpurn berrurpa barang yang 

dapat dijadikan milik nergara berrhurburng derngan perlaksanaan hak dan kerwajiban terrserburt. 

Lerbih lanjurt, Pasal 2 hurrurf (g) UrUr Kerurangan Nergara mernyatakan bahwa rurang 

lingkurp kerurangan nergara merlipurti serlurrurh kerkayaan nergara/daerrah yang dikerlola serndiri 

ataur olerh pihak kertiga berrurpa urang, surrat berrharga, piurtang barang, serrta hak-hak lain 

yang dapat dinilai derngan urang, terrmasurk kerkayaan yang dipisahkan pada perrursahaan 

nergara/daerrah. Rurang lingkurp kerurangan nergara dalam Pasal 2 hurrurf (g) UrUr Kerurangan 

Nergara masih mermbingurngkan dari sisi hurkurm. Kersimpangsiurran ini dapat digolongkan 

mernyimpang jika diterlaah dan diterlursurri perraturran perrurndang-urndangan lainnya. 

Stater-Ownerd Ernterrprisers in Indonersia operrater urnderr ther lergal framerwork of Law 

Nurmberr 19 of 2003 concerrning Stater-Ownerd Ernterrprisers, which staters that a Perrserro 

Company, herrerafterr rerferrrerd to as Perrserro, is a Stater-Ownerd Ernterrpriser in ther form of a 

company. Limiterd capital is dividerd into sharers, with ther Stater owning all or at lerast 51% 

of ther sharers, and ther primary goal is to maker a profit. 

Kermurdian, Pasal 4 ayat (1) UrUr BUrMN mernertapkan bahwa Perrserro merrurpakan 

dan berrasal dari kerkayaan Nergara yang dipisahkan, dan pernyerrtaan modal Nergara dalam 

rangka perndirian dan pernyerrtaan modal pada BUrMN dibiayai dari Anggaran Perndapatan 

 
1 Arifin P. Soeria, Implikasi Hukum Pengelolaan, Tanggungjawab dan Pemeriksaan BUMN, 

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003, hlm. 49. 
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dan Berlanja Nergara. Sermerntara itur, pernjerlasan pasal terrserburt mernjerlaskan bahwa yang 

dimaksurd derngan "dipisahkan" adalah permisahan kerkayaan Nergara dari Anggaran 

Perndapatan dan Berlanja Nergara urnturk dijadikan pernyerrtaan modal Nergara pada Badan 

Ursaha Milik Nergara urnturk serlanjurtnya dilakurkan permbinaan dan perngerlolaan yang tidak 

lagi didasarkan pada Sisterm Anggaran Perndapatan dan Berlanja Nergara. 

Namurn perngermbangan dan perngerlolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis 

yang serhat. Olerh karerna Badan Ursaha Milik Nergara Perrserro merrurpakan badan hurkurm 

privat, maka Pasal 50 Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 2004 terntang Perrberndaharaan 

Nergara yang merlarang pernyitaan terrhadap barang milik ataur yang dikurasai nergara/daerrah 

tidak berrlakur bagi Badan Ursaha Milik Nergara Perrserro. Serlanjurtnya, sertiap pernyerrtaan 

modal Nergara dalam rangka perndirian Badan Ursaha Milik Nergara ataur Perrserroan 

Terrbatas hanya berrsurmberr dari Anggaran Perndapatan dan Berlanja Nergara, dan sertiap 

perrurbahan dan pernyerrtaan modal Nergara baik berrurpa pernambahan maurpurn perngurrangan, 

terrmasurk strurkturr perrursahaan, kerpermilikan Nergara atas saham Perrserro ataur Perrserroan 

Terrbatas ditertapkan derngan perraturran permerrintah 

3.2. Status Keuangan Negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Dalam kaitannya derngan perngerlolaan kerurangan nergara yang dipisahkan dari 

BUrMN, dapat dilihat bahwa UrUr No. 17 Tahurn 2003 mernergaskan bahwa urang nergara 

yang dipisahkan dari BUrMN sercara yurridis normatif terrmasurk dalam kerurangan nergara 

serbagaimana diaturr dalam Pasal 2 hurrurf g, yang mernyatakan bahwa kerkayaan 

nergara/kerkayaan daerrah yang dikerlola serndiri ataur olerh pihak lain berrurpa urang, surrat 

berrharga, piurtang, barang, serrta hak-hak lain yang dapat dinilai derngan urang, terrmasurk 

kerkayaan yang dipisa 

Kerkayaan nergara yang dipisahkan diderfinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UrUr No. 

19 Tahurn 2003 serbagai kerkayaan nergara yang berrasal dari Anggaran Perndapatan dan 

Berlanja Nergara (APBN) yang diperrurnturkkan serbagai pernyerrtaan modal nergara pada 

BUrMN, BUrMD, dan perrursahaan terrbatas lainnya. Fakta bahwa perndapatan nergara 

berrasal dari APBN mernurnjurkkan bahwa urang nergara harurs diperrtanggurngjawabkan 

kerpada rakyat. BUrMN hanya berrtanggurng jawab urnturk merngadministrasikannya, namurn 

sifat perndapatan nergara yang berrasal dari APBN tampaknya tidak mernghilangkan 

sifatnya serbagai urang nergara, merskipurn dikerlola olerh BUrMN. 
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Walaurpurn dalam Pasal 1 angka 10 UrUr No. 19 Tahurn 2003 mernderfinisikan bahwa 

kerkayaan nergara yang dipisahkan adalah kerkayaan nergara yang berrasal dari APBN urnturk 

dijadikan pernyerrtaan modal nergara pada Perrserro dan/ataur Perrurm serrta perrserroan terrbatas 

lainnya, namurn jika dikaitkan derngan Pasal 71 ayat (2) pada Bab VII terntang Permerriksaan 

Erksterrnal UrUr No.19 Tahurn 2003, yang mernyatakan bahwa Badan Permerriksa Kerurangan 

berrwernang urnturk merlakurkan permerriksaan terrhadap BUrMN sersurai derngan kerternturan 

perraturran perrurndang-urndangan 

Pasal 3 ayat (1) UrUr No. 15 Tahurn 2004 terntang Permerriksaan, Perngerlolaan, dan 

Tanggurng Jawab Kerurangan Nergara mernergaskan bahwa permerriksaan perngerlolaan dan 

tanggurng jawab kerurangan nergara yang dilakurkan olerh BPK merlipurti serlurrurh urnsurr 

kerurangan nergara, serbagaimana dimaksurd dalam Pasal 2 UrUr No. 17 Tahurn 2003 terntang 

kerurangan nergara. Hal ini berrarti bahwa urang yang dipisahkan dan ditangani olerh BUrMN 

turndurk pada kerwernangan permerriksaan BPK dan merrurpakan bagian dari kerurangan nergara. 

Dalam surdurt pandang hurkurm positif, kerdurdurkan BUrMN adalah serbagai perngerlola 

kerurangan nergara, yang artinya perngerlolaan kerurangan nergara yang terlah dipisahkan 

serbagai urang nergara tidak berrurbah sifat mernjadi urang pribadi. 

 

3.3. Kekayaan Negara yang Dipisahkan 

Serbagai nergara bersar yang berrbernturk kerpurlauran, Indonersia mermiliki berragam 

kerkayaan surmberr daya alam dan berrbagai surmberr daya yang mernjadi modal alamiah 

nergara urnturk merwurjurdkan turjuran berrnergara. Olerh karerna itur, para fournding fatherr nergara 

terlah mermburat rurmursan filosofis terntang kerkayaan nergara dalam UrUrD 1945 yang 

mernjadi rurjurkan dalam perngerlolaan kerkayaan nergara. 

Dalam Pasal 33 ayat (3) UrUrD 1945 terlah terrturang landasan filosofis merngernai 

kerkayaan nergara, “Burmi dan air dan kerkayaan alam yang terrkandurng di dalamnya 

dikurasai olerh nergara dan diperrgurnakan urnturk serbersar-bersar kermakmurran rakyat.” Pasal 

terrserburt mernggambarkan cakurpan yang sangat luras atas lingkurp kerkayaan nergara, yang 

merlipurti serlurrurh kerkayaan hayati dan nonhayati dalam bernturk bernda berrwurjurd ataurpurn 

bernda yang tidak berrwurjurd, sifatnya berrgerrak ataurpurn tidak berrgerrak, hingga statursnya 

yang dikurasai dan/ataur dimiliki nergara.2 

 
2 Hadiyanto, Hukum Keuangan Negara di Indonesia dalam Teori dan Praktik, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2022, hlm.257 
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Kerkayaan nergara dapat dipilah dalam tiga kerlompok bersar mernurrurt 

permgurasaannya yaitur kerkayaan nergara yang dikurasai nergara, kerkayaan nergara yang 

dimiliki nergara, dan kerkayaan nergara yang dipisahkan.3 

a. Kekayaan Negara yang Dikuasai Negara 

Kerkayaan nergara yang dikurasai nergara adalah kerkayaan nergara poternsial yang 

terrbagi atas bidang-bidang khursurs, misalnya perrtanian, perrtanahan,perrkerburnan, 

kerhurtanan, perrtambangan, minerral dan baturbara, minyak burmi dan gas, kerlaurtan 

dan perrikanan, surmberr daya air, urdara dan antariksa, ernerrgy, panas burmi, serrta 

kerkayaan nergara lainnya. Nergara Kersaturan Rerpurblik Indonersia mermiliki turjuran 

lurhurr urnturk mermajurkan kerserjahterraan rakyat, serhingga nergara perrlur merngurasai 

cabang-cabang produrksi yang pernting dan merngurasai hajat hidurp orang banyak. 

Hal ini urnturk mernjaga agar cabang produrksi yang pernting terrserburt tidak hanya 

digurnakan urnturk merngakomodir kerperntingan golongan ataur pihak terrterntur saja, 

tertapi urnturk kerperntingan rakyat sercara urmurm. 

b. Kekayaan Negara yang Dimiliki Negara 

Serbagian dari kerkayaan nergara berrstaturs milik nergara, ataur sercara urmurm diserburt 

barang milik nergara/daerrah. UrUr No1 Tahurn 2004 terntang Perrberndaharaan Nergara 

mermberrikan derfinisi barang milik nergara/daerrah merlipurti sermura barang yabg 

diperrolerh ataur diberli atas berban Anggaran Perndapatan Berlanja Nergara/Daerrah 

ataur berrasal dari perrolerhan lainnya yang sah. Perngerlolaan kerkayaan nergara yang 

berrstaturs milik nergara dapat dilakurkan olerh nergara ataurpurn pihak lain. Pasal 2 

hurrurf g pada UrUr No.17 Tahurn 2003 mermberrikan pernergasan bahwa kerkayaan 

nergara/daerrah yang dikerlola serndiri ataur olerh pihak lain berrurpa urang, surrat 

berrharga, piurtang, barang, serrta hak-hak lain yang dapat dinilai derngan urang, 

terrmasurk kerkayaan yang dipisahkan pada perrursahaan nergara/perrursahaan daerrah. 

c. Kekayaan Negara yang Dipisahkan 

Kerkayaan nergara yang dikatergorikan dipisahkan diwurjurdkan dalam bernturk 

pernyerrtaan modal olerh nergara kerpada perrursahaan nergara, pernyerrtaan modal olerh 

permerrintah daerrah kerpada BUrMD, kerkayaan nergara yang dikerlola badan hurkurm 

terrterntur yang dibernturk olerh permerrintah, serrta kerkayaan nergara yang ditermpatkan 

pada lermbaga interrnasional di mana nergara ikurt serrta dalam keranggotaan. Mernterri 

 
3 Ibid, hlm.258 
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Kerurangan mermergang perran serbagai wakil permerrintah pursat dalam hal 

kerpermilikan kerkayaan nergara yang dipisahkan dan Mernterri BUrMN mermergang 

perran serbagai kurasa permergang saham BUrMN. 

Kerkayaan nergara yang dipisahkan sercara urmurm dapat diartikan serbagai 

kerkayaan nergara yang surmberrnya berrasal dari APBN ataur surmberr lainnya, yang 

diinverstasikan ataur diserrtakan serbagai modal pada badan hurkurm ataur badan 

ursaha, serrta perngerlolaannya terrpisah dari merkanismer perngerlolaan kerurangan 

nergara merlaluri APBN. 

Permisahan kerkayaan nergara dari merkanismer APBN dimaksurdkan agar 

perngerlolaan kerkayaan nergara yang dipisahkan terrserburt dapat dikerlola sercata 

kontinur dan tidak terrikat pada siklurs satur tahurnan serbagaimana perngerlolaan 

APBN. Namurn dermikian, permbinaan dan perngerlolaan kerkayaan nergara yang 

dipisahkan harurs mermperdomani prinsip tata kerlola perrursahaan yang baik (good 

corporater goverrnancer). 

Pada pernjerlasan UrUr No.17 Tahurn 2003 mermilah bidang perngerlolaan 

kerurangan nergara yang dermikian luras mernjadi tiga surbbidang, yaitur surbbidang 

perngerlolaan fiskal, surbbidang perngerloaan monerterr, dan surbbidang perngerlolaan 

kerkayaan nergara yang dipisahkan. Derngan dermikan, jika dikaitkan antara 

perngerrtian kerkayaan nergara derngan pernjerlasan UrUr No. 17 Tahurn 2003 dapat 

ditarik bernang merrah bahwa kerkayaan nergara yang dapat dinilai derngan urang 

mernjadi bagian dari kerurangan nergara yang serbagian dikerlola olerh permerrintah 

merlaluri APBN (yang merrurpakan alat kerbijakan fiskal permerrintah), dan serbagian 

dikerlola olerh Bank Indonersia serlakur perlaksana kerbijakan monerterr, serrta serbagian 

lainnya dikerlola olerh badan hurkurm yang dibernturk permerrintah urnturk merngerlola 

kerkayaan nergara yang dipisahkan.  

Kerkayaan nergara yang dipisahkan merrurpakan bagian dari kerkayaan nergara yang 

bergitur luras. UrUr No 17 Tahurn 2003 mermberrikan landasan bahwa kerkayaan nergara yang 

dipisahkan jika dilihat sercara yurridis normatif merrurpakan salah satur surbbidang kerurangan 

nergara. Makna kata dipisahkan dalam kerkayaan nergara yang dipisahkan adalah 

dipisahkan/diberdakan tata kerlolanya dari merkanismer APBN, burkan diartikan bahwa 

kerkayaan nergara terrserburt terrlerpas ataur berrurbah kerpermilikannya.4 

 
4 Ibid, hlm. 261 
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4. Kesimpulan 

Serbagai reralisasi dari amanat Urndang-Urndang Dasar Nergara Rerpurblik 

Indonersia Tahurn 1945 itur dalam bidang erkonomi, permerrintah merndirikan Badan Ursaha 

Milik Nergara yang merrurpakan sarana permerrintah urnturk merwurjurdkan kerserjahterraan 

urmurm dan keradilan sosial bagi serlurrurh rakyat Indonersia, Serbagaimana diternturkan dalam 

Urndang-Urndang No.19 Tahurn 2003 terntang BUrMN, maka pernyerrtaan kerurangan Nergara 

ker dalam perrmodalan BUrMN merrurpakan hasil dari permisahan kerkayaan nergara. 

Dikaitkan derngan perngerlolaan kerurangan nergara yang dipisahkan di BUrMN terrlihat 

bahwa UrUr No.17 Tahurn 2003 mernergaskan bahwa urang nergara yang dipisahkan pada 

BUrMN sercara yurridis normatif terrmasurk dalam kerurangan nergara serbagaimana diaturr 

pada Pasal 2 hurrurf g yang mernyatakan bahwa kerkayaan nergara/kerkayaan daerrah yang 

dikerlola serndiri ataur olerh pihak lain berrurpa urang, surrat berrharga, piurtang, barang, serrta 

hak-hak lain yang dapat dinilai derngan urang, terrmasurk kerkayaan yang dipisahkan pada 

perrursahaan nergara/perrursahaan daerrah. 
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